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Kata Pengantar

Energi terbarukan merupakan unsur penting dalam rangkaian energi yang beragam dan

berkelanjutan. Energi terbarukan berkontribusi terhadap ketahanan energi dan merupakan salah

satu unsur dasar dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 yang diterbitkan pada tahun 2014 tentang Kebijakan

Energi Nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan target untuk memastikan bahwa pada tahun

2025 sebanyak 23% dari energi yang dipasok berasal dari sumber energi terbarukan dan 31% pada

tahun 2050. Indonesia memiliki potensi besar untuk menggunakan limbah dari industri pertanian

sebagai penghasil energi, dengan potensi mencapai 32 GW. Sayangnya, saat ini hanya 1,7 GW

yang sudah digunakan.

"Pedoman Pengembangan Proyek Tenaga Listrik Biomassa dan Biogas Indonesia", yang

dikembangkan dengan dukungan dari GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) melalui

proyek Least Cost Promotion of Renewables in Indonesia (LCORE), merupakan revisi dari edisi

2014 dikarenakan adanya perubahan dalam peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2014.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan

Biogas oleh PT PLN, Pemerintah Indonesia menaikkan Harga Pembelian Tenaga Listrik ( FIT)

untuk listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga biomassa/biogas serta mempermudah

dan memperjelas proses perizinannya. Pemerintah Indonesia juga menyediakan insentif bagi

sektor swasta untuk mengembangkan dan berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan

(ET), terutama di sektor biomassa/biogas.

Ir. Rida Mulyana, M.Sc.
Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (EBTKE)
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Kata Pengantar

é

Kami menerbitkan Pedoman ini sebagai acuan bagi pengembangan proyek di sektor

biomassa/biogas serta untuk membantu pengembang proyek dan pelaku terkait dalam

menjalani prosedur perizinan dan proses administrasi yang diperlukan di Indonesia. Oleh

karena itu pedoman ini merupakan sarana yang penting untuk lebih mendukung pasar

Energi Terbarukan (ET) di Indonesia dan membantu membangun masa depan yang

ramah lingkungan bagi negara.

Ir. Rida Mulyana, M.Sc.
Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (EBTKE)
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ñéPemerintah Indonesia 

menetapkan target untuk

memproduksi 23% 

pasokan energi mereka

dari sumber energi

terbarukan pada tahun

2025 dan 31% pada

tahun 2050 ..."
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Kata Pengantar

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengerahkan upaya yang cukup

besar untuk mengembangkan sektor energi terbarukan (ET) dan mempersiapkan negara ini untuk

menghadapi tantangan-tantangan dalam sektor energi di masa depan. Melalui target-target yang

ambisius dan peraturan harga pembelian tenaga listrik serta kebijakan pendukung lainnya,

Indonesia bersiap untuk menghadapi peningkatan partisipasi sektor swasta di pasar.

"Pedoman Pengembangan Proyek Tenaga Listrik Biomassa dan Biogas di Indonesia"

mendukung upaya-upaya tersebut dengan memperjelas prosedur dan proses administrasi

perizinan untuk pengembangan proyek pembangkit listrik terkoneksi ke jaringan listrik (grid

connected) di sektor bioenergi. Sarana ini mencakup seluruh siklus pengembangan proyek dan

memberikan informasi penting bagi para pengembang, investor dan pembuat kebijakan. Pedoman

ini didasarkan pada beberapa konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) dan penelaahan

sejawat (peer review) yang menyeluruh dalam sektor publik dan swasta serta menggabungkan

peraturan dengan pengalaman langsung.

Pedoman seperti ini memerlukan penelitian dan pengembangan yang luas. Untuk tujuan ini,

Program Energi Indonesia/ASEAN GIZ menggabungkan keahlian dari berbagai proyeknya.

Renewable Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP) menyediakan contoh

penelitian dan struktur untuk Pedoman ini, Project Development Programme Indonesia (PDP)

melakukan konsultasi pemangku kepentingan, dan Least Cost Renewables Project (LCORE)

melakukan penelaahan sejawat yang menyeluruh.

Dr. Rudolf Rauch
Direktur, Program Energi Indonesia/ASEAN

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH
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Saya yakin bahwa hasil upaya bersama ini tidak hanya akan membantu mengembangkan

proyek-proyek ET di Indonesia secara lebih efisien, tetapi juga menjadi contoh yang

sangat baik untuk negara-negara lain di kawasan ini.

Dr. Rudolf Rauch
Direktur, Program Energi Indonesia/ASEAN

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia
Informasi latar belakang

[1]: Bank Indonesia, 2014; [2] IMF, 2014; [3]: Bank Dunia, 2014; [4]: BPPT, 2014
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Populasi (estimasi 2014)

252 juta [1]

GDP (estimasi 2014)

USD 856 miliar [2]

GDP per kapita (estimasi 2014)

USD 3,509 [2]

Ibu Kota

Jakarta

Mata Uang

Rupiah (IDR)
(nilai tukar: USD 1 = IDR 12,600 ïper 

Februari 2015)

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Negara

ini memiliki perekonomian terbesar di ASEAN, dengan GDP sebesar USD 856 miliar pada tahun 2014. Selain

itu, negara ini terus mengalami pertumbuhan sebesar 5% -7% per tahun [3]. Kebutuhan energi nasional

diperkirakan akan terus meningkat untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Prospek jangka panjang untuk

sektor energi memperkirakan bahwa permintaan energi tahunan akan mengalami peningkatan sebesar 4,5% -

5,6% pada tahun 2014 hingga 2035 [4].

Indonesia
Sektor

Ketenagalistrikan
Bioimassa / Biogas
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya energi konvensional yang melimpah. pada tahun 2013

produksi batu bara mencapai 489 Mt, sehingga Indonesia menjadi produsen batu bara

terbesar ke-4 di dunia. Negara ini juga merupakan eksportir batu bara terbesar [1]. Cadangan

minyak Indonesia mencapai 3,7 miliar barel pada 2013, yakni peringkat kedua di ASEAN

setelah Vietnam [2].

Akan tetapi, penggunaan sumber daya energi konvensional bukanlah solusi jangka panjang

untuk Indonesia. Produksi minyak menurun setiap tahunnya karena kurangnya investasi dan

pembangunan infrastruktur. Produksi minyak bumi domestik yang dilaporkan pada tahun 2013

hanya 58% dari produksi pada tahun 2000. Sebaliknya, impor minyak bumi meningkat

sebesar lebih dari 50% selama periode yang sama. Pembakaran batu bara untuk

menghasilkan listrik juga menyebarkan sejumlah besar gas rumah kaca (GHG) ke atmosfer.

Indonesia menanggapi isu perubahan iklim dengan serius karena hal tersebut merupakan

ancaman terhadap negara. Pada KTT G-20 di Pittsburgh (2009), Indonesia menyatakan

komitmen mereka untuk mengurangi emisi GHG sebesar 26% pada tahun 2020 atau bahkan

target yang lebih tinggi yakni 41% melalui dukungan internasional.

Untuk beralih dari ketergantungan yang amat besar kepada bahan bakar konvensional,

penggunaan sumber daya ET merupakan alternatif jangka panjang yang potensial. Indonesia

sedang berusaha melakukan diversifikasi terhadap kombinasi penggunaaan energi utamanya.

Penggunaan ET dapat membantu Indonesia mencapai tujuan kebijakannya yakni energi yang

aman, dapat diandalkan dan terjangkau untuk memperluas akses listrik dan mendorong

pembangunan berkelanjutan.

Informasi latar belakang

[1]: World Coal Association 2013; [2]: BP 2014; [3]: MEMR 2014
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Indonesia
Sektor

Ketenagalistrikan
Bioimassa / Biogas

1,595,131
Ribu BOE

Terbarukan Konvensional

26% 74%

PLTA Minyak Bumi

Panas Bumi Batu Bara

Biomassa Gas Alam

Bahan bakar nabati

Bauran energi utama (2013) [3]
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia

Pada akhir tahun 2014, total kapasitas terpasang di Indonesia mencapai sekitar 53

GW. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki fasilitas pembangkit listrik sebesar

36 GW, sementara pembangkit listrik non-PLN memiliki fasilitas pembangkit listrik

sebesar 15 GW [1]. PLN adalah pembeli tunggal dalam sektor transmisi dan

distribusi.

Sektor ketangalistrikan di Indonesia diatur oleh UU ketenagalistrikan. UU ini pertama

kali diterbitkan pada tahun 1985 (UU no. 15/1985), yang memungkinkan sektor

swasta untuk berpartisipasi di dalam pasar tenaga listrik untuk pertama kalinya.

Usaha untuk meningkatkan peran sektor swasta di dalam pasar tenaga listrik telah

dilakukan melalui penerbitan undang-undang ketenagalistrikan yang baru di tahun

2002 (UU no. 20/2002). Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hal

tersebut bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan undang-undang tersebut

dicabut pada tahun 2004.

UU ketenagalistrikan terbaru diterbitkan pada tahun 2009 dan masih berlaku hingga

saat ini. Peraturan pemerintah tentang bisnis penyediaan tenaga listrik (PP no.

14/2012) diterbitkan sebagai peraturan pelaksana UU ketenagalistrikan.

Sektor listrik Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK,) di

bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Informasi latar belakang

[1]: DJK 2014; kmc: kilometre circuit

Halaman
3/6

Produksi

53 GW 

216,189 GWh 

Transmisi

39,395 kmc
(tegangan sangat tinggi, tegangan tinggi)

Konsumsi

54 million pengguna
(terkoneksi ke jaringan listrik)

187,541 GWh

Distribusi

798,944 kmc
(tegangan menengah, tegangan rendah)

Sumber: RUPTL 2015-2024

Indonesia
Sektor

Ketenagalistrikan
Bioimassa / Biogas
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia

Di Indonesia, istilah "energi baru dan terbarukan" biasanya disebutkan di dalam diskusi

mengenai kebijakan energi. ET diperlakukan sama dengan energi "baru" lainnya (misalnya

batu bara cair, gas batu bara, gas metana batu bara, dll). Kebijakan energi nasional terbaru

diumumkan pada bulan Oktober 2014 (Peraturan Pemerintah - PP no. 79/2014.). Pangsa

energi baru dan ET di dalam bauran energi nasional akan meningkat sebesar minimal 23%

pada tahun 2025 dan setidaknya 31% pada tahun 2050. Untuk mencapai target tersebut,

investasi swasta dan asing diharapkan akan memainkan peran penting dalam sektor ET.

Sebagai negara kepulauan yang terhampar secara horizontal dan dilalui oleh garis

khatulistiwa di tengahnya, Indonesia adalah negara yang tepat untuk menanam berbagai

macam tanaman, buah-buahan, dan sayuran karena iklim tropisnya. Dengan sektor pertanian

yang begitu kuat, Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memanfaatkan limbah pertanian

sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik. Kelapa sawit, sawah, dan tebu telah

diidentifikasi sebagai tiga tanaman dengan tingkat volume produksi paling tinggi [1]. Potensi

teknis penggunan biomassa dari ketiga tanaman ini untuk memproduksi listrik diperkirakan

mencapai sekitar 43.211 GWh per tahun. Dengan permintaan listrik saat ini yang mencapai

187.541 GWh, realisasi potensi listrik biomassa dapat mengubah bauran listrik nasional

secara signifikan.

Harga pembelian tenaga listrik (feed-in tariff) di Indonesia untuk biomassa dan biogas (dikenal

sebagai "harga jaminan") pertama kali ditetapkan pada tahun 2012 melalui Peraturan

Menteri - PERMEN (ESDM) no. 4/2012. Peraturan itu berlaku untuk pembangkit listrik tenaga

biomassa/biogas dengan kapasitas hingga 10 MW (termasuk limbah padat perkotaan) Catatan 1.

Informasi latar belakang

[1] BPS 2013; Catatan 1: PERMEN (ESDM) no. 4/2012 membahas mengenai pembangkit listrik biomassa, biogas , dan
limbah padat perkotaan. Pada tahun 2013, FiT terpisah untuk limbah padat perkotaan ditetapkan melalui PERMEN 
(ESDM) no. 19/2013. 
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59 juta ton
Pasokan tahunan

5,362 GWh/tahun
Potensi teknis

100 juta ton
Pasokan tahunan

34,815 GWh/tahun
Potensi teknis

30 juta ton
Pasokan tahunan

3,034 GWh/tahun
Potensi teknis

Kelapa Sawit

Padi

Tebu

Sumber: Gambaran Umum Potensi Limbah-menjadi-Energi 

untuk Jaringan Listrik yang Terkoneksi ke Pembangkit Listrik 

(Biomassa Padat dan Biogas) di Indonesia, LCORE 2013

Indonesia
Sektor

Ketenagalistrikan
Bioimassa / Biogas
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia

Peraturan Menteri yang baru - PERMEN (ESDM) no. 27/2014 dikeluarkan khusus

untuk memberikan insentif bagi pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga

biomassa/biogas. Peraturan ini memperkenalkan tarif dasar dan faktor pengungkit

(uplift factor) yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam PERMEN tahun 2012

(PERMEN (ESDM) no. 4/2012). Saat ini, tarif dasar ditetapkan secara terpisah untuk

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga

Biogas (PLTBg). Secara umum, tarif untuk pembangkit listrik tenaga biomassa lebih

tinggi. Peraturan tersebut juga menguraikan prosedur pengembangan proyek yang

lebih transparan.

Informasi latar belakang
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Peraturan lama

PERMEN (ESDM) no. 4/2012

Pembangkit Listrik Tenaga

Biomassa dan Biogas

Terkoneksi ke 

jaringan 

tegangan 

menengah (MV)

IDR 975

(~cent 7.8 US)

Terkoneksi ke 

jaringan 

tegangan 

rendah (LV)

IDR 1,325

(~cent 10.5 US)

Peraturan baru

PERMEN (ESDM) no. 27/2014

Pembangkit Listrik Tenaga

Biomassa

Terkoneksi ke

jaringan MV

IDR 1,150

(~cent 9.2 US)

Terkoneksi ke

jaringan LV

IDR 1,500

(~cent 11.9 US)

Pembangkit Listrik Tenaga

Biogas 

Terkoneksi ke

jaringan MV

IDR 1,050

(~cent 8.4 US)

Terkoneksi ke

jaringan LV

IDR 1,400

(~cent 11.1 US)

Java 

F = 1.00

(paling rendah)

Sumatera 

F = 1.15

Sulawesi 

F = 1.25

Kalimantan

F = 1.30

Riau, Papua, dan

pulau lain

F = 1.60 (paling 

tinggi)

Pulau Bali, 

Bangka 

Belitung, dan

Lombok

F = 1.50

Tarif dasar (per kWh)

Faktor Lokasi ("faktor pengungkit/uplift factor") (per kWh)

Indonesia
Sektor

Ketenagalistrikan
Bioimassa / Biogas
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Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia

Peraturan baru ini juga memperkenalkan insentif khusus untuk pembangkit listrik

yang dikategorikan sebagai "pengikut beban (load follower)". Insentif Load

Follower (ILF) ditambahkan ke atas FIT normal.

Secara umum, "pengikut beban" mengacu kepada pembangkit listrik yang dapat

menyesuaikan keluaran daya sesuai dengan perubahan kebutuhan listrik. Akan

tetapi, definisi dan kriteria ñpengikut bebanòdi Indonesia masih belum jelas. Oleh

karena itu, pengembang proyek harus menyebutkan di dalam studi kelayakan jika

teknologi yang digunakan memungkinkan pembangkit listrik untuk menyesuaikan

keluaran sesuai dengan permintaan yang fluktuatif. Prosedur komunikasinya dan

tingkat fleksibilitas pembangkit listrik yang berada di bawah skema pengikut daya

harus didiskusikan dengan PLN.

Informasi latar belakang
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Insentif Load Follower

PERMEN (ESDM) no. 27/2014

Pembangkit Listrik Tenaga

Biomassa (PLTBm)

Terkoneksi ke 

jaringan MV

IDR 80

(~cent 0.6 US)

Terkoneksi ke 

jaringan LV

IDR 100

(~cent 0.7 US)

Pembangkit Listrik Tenaga

Biogas (PLTBg)

Terkoneksi ke 

jaringan MV

IDR 70

(~cent 0.5 US)

Terkoneksi ke 

jaringan LV

IDR 90

(~cent 0.7 US)
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Mengenai Pedoman

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota ASEAN (AMS) telah berupaya untuk

menggunakan sumber daya energi terbarukan (ET) yang sangat melimpah di wilayah

tersebut. Beberapa negara memperkenalkan harga pembelian tenaga listrik (FIT) atau

peraturan untuk ET serta kebijakan pendukung lainnya, misalnya pengecualian pajak dan bea

cukai atau pembebasan pajak.

Terlepas dari upaya-upaya tersebut dan beberapa perkembangan yang menjanjikan, pasar

skala besar untuk penerapan ET masih belum tersedia di wilayah tersebut. Secara khusus,

prosedur administrasi yang kompleks, kurangnya transparansi dalam siklus proyek dan

prosedur perizinan serta terbatasnya akses keuangan dapat diidentifikasi sebagai hambatan-

hambatan penting bagi terbentuknya pasar yang efektif dan pengembangan industri.

Pedoman ET ASEAN dibuat untuk memfasilitasi peningkatan aktivitas dan investasi sektor

swasta dalam sektor ET di kawasan ASEAN. Karena kepercayaan pengembang proyek dan

investor merupakan prasyarat untuk meningkatkan penyebaran ET di sebuah kawasan,

pengembangan proyek dan prosedur perizinan yang transparan sangat diperlukan..

Oleh karena itu, Renewable Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP),

yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) dan

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sedang

mengembangkan perangkat online yang komprehensif, mudah diakses dan diperbarui secara

teratur yang mencakup informasi lengkap tentang siklus pengembangan proyek ET yang ideal

di setiap negara.

Inisiatif Pedoman ET ASEAN
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Pedoman ET ASEANé.

Ámenekankan prosedur-prosedur

administratif termasuk persyaratan-

persyaratan untuk pengembang

dan/atau investor proyek;

Ámencantumkan ketentuan-

ketentuan hukum dan peraturan

serta izin-izin yang diperlukan

Ámengidentifikasi tantangan-

tantangan khusus di tiap negara 

untuk pengembangan proyek

Ámemberikan informasi mengenai

cara untuk mendapatkan

persetujuan keuangan
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Mengenai Pedoman

Pedoman ET ASEAN dirancang agar sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pengembang proyek dan investor potensial, untuk

mendorong transparansi dan kejelasan dalam jalur proyek ET. Pedoman ini membahas mengenai berbagai prosedur dan

membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada setiap tahap, sehingga langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat

dirancang dan diimplementasikan.

Inisiatif Pedoman ET ASEAN
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Malaysia

Å Solar FV

Å Pembangkit

Listrik Kecil 

Tenaga Hidro

(hingga 30 MW)

Indonesia

Å Biomassa/Biogas

Å Pembangkit Listrik Tenaga

Mini Hidro (hingga10 MW)

Å Solar FV

Filipina

Å Solar FV

Vietnam

Å Biomassa
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Mengenai Pedoman

Pedoman ini menjelaskan prosedur untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomassa/biogas di Indonesia. Kelompok sasaran pedoman

ini adalah pengembang proyek, investor, lembaga keuangan/pemerintah, dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengembangan proyek

pembangkit listrik ET sebagai pembangkit listrik swasta (IPP). Pedoman ini tidak mencakup prosedur dari perspektif kontraktor atau pengembang

engineering, procurement, and construction (EPC) yang mengembangkan proyek melalui kerjasama pemerintah swasta (PPP) dengan pemerintah

Indonesia.

Pedoman ini hanya mencakup pembangkit listrik tenaga biomassa/biogas yang terkoneksi ke jaringan listrik. Proyek yang terhubung ke jaringan

listrik dapat mengacu kepada (i) pembangkit listrik yang menjual tenaga listrik ke jaringan listrik untuk kepentingan umum (sebagian besar listrik

yang dihasilkan dijual dan dialirkan ke jaringan listrik ) atau (ii) pembangkit listrik yang menghasilkan listrik untuk konsumsi sendiri dan hanya

menjual kelebihan daya ke jaringan listrik ("skema kelebihan daya"). Secara umum, Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk menjual kelebihan

daya berlaku untuk jangka pendek (misalnya satu tahun). Oleh karena itu, pedoman ini tidak membahas mengenai skema kelebihan daya.

Berbagai bahan baku dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga biomassa/biogas. Di Indonesia, limbah industri pertanian serta limbah

padat perkotaan berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Akan tetapi, diperlukan lisensi/izin tambahan untuk

mengumpulkan dan menangani limbah padat perkotaan. Hal ini tidak tercakup di dalam pedoman.

Di Indonesia, sektor swasta dapat berpartisipasi dalam skema penyediaan tenaga listrik dengan menggunakan tiga pendekatan: (1) penunjukan

langsung, (2) pemilihan langsung, dan (3) pelelangan terbuka. Pedoman ini dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri yang baru - PERMEN

(ESDM) no. 27/2014 yang hanya membahas mengenai skema penunjukan langsung. Panduan ini mencakup keseluruhan siklus pengembangan

proyek pembangkit listrik tenaga biomassa/biogas dengan kapasitas hingga 10 MW (diklasifikasikan sebagai "pembangkit listrik kecil

menengah"). Mekanisme pemilihan langsung dan pelelangan terbuka tidak dibahas di dalam pedoman ini.

Diagram di halaman berikut menggambarkan apa yang dibahas dan apa yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pedoman tersebut.
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Terkoneksi ke jaringan listrik

(Grid-connected)

Tidak terkoneksi

ke jaringan listrik

(off-grid)

Limbah

Pertanian

Hingga 10 MW
Lebih dari 10 

MW

Penunjukan

Langsung

Pelelangan

Umum

Pemilihan

Langsung

Peran Investor

Sumber biomassa

Kapasitas

Mekanisme PJBL

Penjualan Daya

untuk Kepentingan

Umum

Penjualan

Kelebihan

Daya

Jenis Proyek ET 

IPP PPP
Kontraktor

EPC

Berdasarkan PP 

No. 14/2012

Dalam pedoman ini, ñterkoneksi ke

jaringan listrikòmengacu kepada

pembangkit listrik ET yang 

Å terkoneksi langsung ke jaringan

listrik negara (tegangan tinggi, 

tingkat transmisi); atau

Å terhubung dengan jaringan

distribusi. Kemudian, jaringan

distribusi disambungkan ke

jaringan negara.

Ini tidak mencakup pembangkit listrik

ET yang terhubung ke jaringan

tenaga listrik yang terisolasi..

Mengenai Pedoman

IPP: Pembangkit Listirk Swasta (Independent power producer), EPC: Engineering, procurement, and construction, PPP: Kerjasama Pemerintah Swasta (Public-Private Partnership)

Halaman 
4/4

Limbah Padat

Perkotaan

Apa yang dimaksud dengan

ñTerkoneksi ke Jaringan Listrikò ?

Pedoman ET ASEAN Mengenai Pedoman Ini

Dibahas dalam pedoman ini

Tidak dibahas dalam pedoman ini




















































































































































































































































































































































































